36

URAN PEMERINTAH

TATA CARA PELAKSANAAN SERTIFIKASI

BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016,
tanggal 16 Agustus 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pas-
al 6 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 ten-
tang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pen-
gelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ten-
tang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara
pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara; ;

Mengingat : ;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13});

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

| PERATURAN MENTERI-KEUANGAN TENTANG TATA
| CARA PELAKSANAAN SERTIFIKASI
| PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN
| PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BENDAHARA

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

; dengan:

1. Sertifikasi Bendahara yang selanjutnya disebut
Sertifikasi adalah proses penilaian karakter, kom-
petensi, dan kemampuan atas keahlian dan keter:
ampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan

secara sistematis dan objektif melalui Ujian Serti- |

fikasi.

2.

9.

Ujian Sertifikasi Bendahara yang selanjutnya dise-
but Ujian Sertifikasi adalah rangkaian proses uji
secara objektif untuk menilai karakter, kompe-
tensi, dan kemampuan untuk menjadi Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Ben-
dahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Stan-
dar Kompetensi Bendahara.

Bendahara Negara Tersertifikasi yang selanjutnya
disingkat BNT adalah gelar yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional In-
donesia, atau anggota Kepolisian Negara Repub-
lik Indenesia yang lulus Ujian Sertifikasi.

Nomor Register adalah nomor khusus yang diberi-
kan kepada Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara
Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Neg-
ara Republik Indonesia yang lulus Ujian Sertifika-
si.

Sertifikat Bendahara adalah keterangan tertulis
dari pej abat yang berwenang sebagai pengakuan
atas karakter, kompetensi, dan kemampuan ses-
eorang untuk menjadi Bendahara.

‘Kementerian Negara/Lembaga adalah kementeri-

an negara/lembaga pemerintah nonkementerian
hegara/lembaga negara.

Ternpat Uji Kompetensi yang selanjutnya dis-
ingkat TUK adalah unit kerja pada kementerian
negara/lembaga yang dapat memberikan fasilitas
pelaksanaan Ujian Sertifikasi sesuai dengan ma-
teri - dan metode Ujian Sertifikasi yang ditentu-
kan.

Standar Kompetensi Bendahara adalah rumusan
kemampuan kerja yang mencakup aspek penge-
tahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta si-
kap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas
dan syarat jabatan bendahara yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan pérundang-
undangan yang berlaku.

Unit Penyelenggara Sertifikasi yang selanjutnya '
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10.

11.

i 2

13.

14,

15.

16.

17.

disebut Unit Penyelenggara’adalah unit organisasi
di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendahara-
an yang mempunyai fungsi perumusan dan stan-
dardisasi jabatan profesi bidang perbendaharaan.
Badan Pendidikan dan Pélatihan Keuangan yang
selanjutnya disingkat BPPK adalah unit eselon 1
pada Kementerian Keuangan yang mempunyai
tugas menyelanggarakan pendidikan dan pelati-
han di bidang keuangan negara.

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang
diberi tugas untuk dan atas nama negara, menen-
ma, menyimpan, dan membayar/menyerahkan
uang atau surat berharga atau barang-barang
negafa.

Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditun-
juk untuk menenma, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawab-
kan uang pendapatan negara dalam rangka pelak-
sanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
pada kaintor/satuan kerja Kementerian Negara/
Lembaga. ‘

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditun-
juk untuk menerima, menyimpan, mémbayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawab-
kan uang untuk keperluan belanja negara dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara pada kantor/satuan kerja Kement-
erian Negara/Lembaga.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang
vang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pen-
geluaran untuk melaksanakan pembayaran ke-
pada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan
kegiatan tertentu. :

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah warga negara Indenesia yang me-
menuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pega-
wai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pe-
jabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang selan-
jutnya disebut Diklat Bendahara adalah proses

. penyelenggaraan belaj ar menga.Jar dalam rang-

ka meningkatkan kemampuan PNS, prajurit Ten-

tara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia sesuai dengan Stan-
dar Kompetensi Bendahara yang ditetépkan.

Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut

18.

19.

20.

Satker adalah unit organisast lini Kementerian ;
Negara/Lembaga atau unit organisasi pemerintah :
daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian
Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan

tanggung jawab penggunaan anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang E
rencana |

selanjutnya disingkat APBN adalah
keuangan tahunan pemerintahan negara yang di-
setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tan-
gan yang terdiri atas informasi elektronik yang
dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan infor-
masi elektronik lainnya yang digunakan sebagai
alat verifikasi dan autentikasi.

Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah keg-
iatan belajar terus menerus oleh Bendahara agar
senantiasa dapat memelihara, meningkatkan, dan
mengembangkan kompetensi profesionatnya.

BAB Il
TUJUAN SERTIFIKASI
Pasal 2

Sertifikasi bertujuan untuk:

a.

(1)

{2)

Menentukan kelayakan dan memberikan pen-

gakuan atas kompetensi Bendahara untuk melak-
sanakan tugas kebendaharaan dalam
pelaksanaan APBN;

Meningkatkan dan menjamin pemeliharaan mutu
kompetensi Bendahara untuk melaksanakan
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN;
Meningkatkan profesionalisme Bendahara dalam
pengelolaan keuangan negara; dan

Mendukung tercapainya peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan negara.

BAB Il
SERTIFIKASI BENDAHARA

Pasal 3
PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang akan diangkat sebagai Bendahara Peneri-
maan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Satker harus memi-
liki Sertifikat Bendahara. . ‘
Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperoleh melalui Ujian Sertifikasi.

Pasal 4
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Ujian Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) diselenggarakan oieh Unit Penyeleng- !

gara.

BAB IV
PERSYARATAN UJIAN SERTIFIKASI
Pasal b
Persyaratan peserta Ujian Sertifikasi adalah
sebagai berikut:
a. PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;

c¢. Golongan paling rendah lI/b atau sederajat; dan
d. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Ben-
dahara. \
BAB V
DIKLAT BENDAHARA
Pasal 6

{1) Diklat Bendahara bertujuan untuk meningkatkan
kompetensi PNS, prajurit Tentara Nasional indo-
nesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

(2) Peserta Diklat yang dinyatakan lulus Diklat Ben-
dahara diberikan sertifikat diklat yang diterbitkan
oleh BPPK,

Pasal 7 :
Diklat Bendahara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat { 1} diselenggarakan oleh:
a. BPPK; atau |
b. Kementerian Negara/Lembaga bekerja sama den-
gan BPPK.

Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelengga-

| raan Diklat Bendahara diatur oleh Kepala BPPK.

Pasal 9
(1) Penyelenggara Diklat Bendahara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan laporan
kepada Unit Penyelenggara berupa: '
a. Laporan Rencana Diklat Bendahara; dan
b. Laporan Pelaksanaan Diklat Bendahara.
(2} Laporan Rencana Diklat Bendahara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan pal- - |

ing lambat akhir bulan Februari untuk setiap ta-
hun anggaran.

{3) Laporan Rencana. Dikiat Bendahara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. Waktu pelaksanaan Diklat Bendahara;
b. Lokasi pelaksanaan Diklat Bendahara; dan

c. Jumiah peserta Diklat Bendahara.

(4} Laporan Pelaksanaan Diklat Bendahara seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b disam- |
paikan paling lambat 1 {satu) l?ulan setelah pelak- :
sanaan Diklat Bendahara.

{5) Laporan Pelaksanaan Diklat Bendahara seb- |
agaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit

memuat;.
a. Jumlah peserta yang lulus Diklat Bendahara;
dan

b. Identitas peserta yang lulus Diklat Bendahara.

BAB VI
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
Bagian Kesatu
Penyelenggara Sertifikasi
Pasal 10

(1} Sertifikasi diselenggarakan oleh Unit Penyeleng-

gara.

(2) Dalam rangka penyelenggaraan Sertifikasi oleh
Unit Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada |
ayat {1), Menteri Keuangan dapat membentuk |
tim.

‘ Pasal 11
(1) Unit Penyelenggara memiliki tugas dan we-
wenang antara lain:

a. Menyusun, mengembangkan, dan menetap-
kan Sf[andar Kompetensi Bendahara;

b. Menyusun, mengembangkan, dan menetap-
kan skema Sertifikasi;

c. Menetapkan metode dan menyusun materi
Ujian Sertifikasi;

d. Menyusun dan menetapkan standar kelulusan
Ujian Sertifikasi;

e. Menetapkan persyaratan teknis dan memberi-
kan izin penyelenggaraan Ujian Sertifikasi ke-
pada TUK;

f. Menyediakan tenaga penguji (asesor};

g. Menetapkan kuota peserta Ujian Sertifikasi;

h. Menyampaikan pengumuman rencana pelak-
sanaan/jadwal Ujian Sertifikasi;

i. Menetapkan calon peserta Ujian Sertifikasi;

j. Menyelenggarakan Ujian Sertifikasi;
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{2)

(1)

(2)

(3)

k. Menetapkan hasil Ujian Sertifikasi;
i. Melakukan verifikasi terhadap usulan pen- .
gakuan dan penerbitan Sertifikat Bendahara |

atas Sertifikat Diklat Bendahara atau sertifikat

profesi Bendahara yang diterbitkan sebelum

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 ten- |

tang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja

Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja |

Negara mulai berlaku;

m. Mengajukan usulan penerbjtan Sertifikat Ben-
dahara;

n. Melakukan
rekomendasi perpanjangan masa berlaku Sert-
ifikat Bendahara;

o. Melakukan verifikasi dan menyampaikan reko-
mendasi penggantian Sertifikat Bendahara;

p- Melakukan verifikasi dan menyampaikan reko-
mendasi pencabutan Sertifikat Bendahara;

g. Menjamin mutu pelaksanaan Ujian Sertifikasi;

r. Melakukan evaluasi Standar Kompetensi Ben-

" dahara dan mater.i Ujian Sertifikasi;

s. Melaksanakan pengawasan hasil
lance); dan

t. Menyelenggarakan kegiatan administratif dan
pengembangan database terkait petaksanaan
Sertifikasi.

Dalam menyelenggarakan Sertifikasi, Unit Pe-

nyslenggara dapat berkoordinasi dengan Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan/

atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

{surveil-

Pasal 12

verifikasi dan menyampaikan |

Pasal 13
untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi,

Unit Penyelenggara menetapkan TUK,

Pasal 1 4
TUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 |

| bertugas:

a.

Standar Kompetensi Bendahara sebagaimana di- |

maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a ditetap-
kan dalam Lampiran | yang merupakan bagian ti-
dak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat {1) huruf b ditetapkan dalam Lam-
piran |l yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Perubahan atas Standar Kompetensi Bendahara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau
skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan.

Bagian Kedua
Tempat Uji Kompetensi

(1)

(2)

(3)

(4)

Menyebarkan informasi j adwal pelaksanaan Ujian
Sertifikasi berdasarkan rencana pelaksanaan/jad-
wal Ujian Sertifikasi yang telah ditetapkan oleh |
Unit Penyelenggara;
Menerima pendaftaran calon peserta Ujian Sertifi- |

. kasi;

Membantu peiaksanaan Ujian Sertifikasi; _
Melakukan verifikasi administratif pendaftaran |
peserta Ujian Sertifikasi; -

Menyampaikan daftar calon peserta Ujian Serti-
fikasi yang lulus verifikasi administratif kepada :
Unit Penyelenggara;
Memastikan lokasi pelaksanaan Ujian Sertifikasi |
telah sesuai dengan kondisi lingkungan kerj a pro-
fesi Bendahara; '
Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksa-
naan Ujian Sertifikasi kepada Unit Penyelenggara;
dan

Menyampaikan hasil Ujian Sertifikasi kepada
peserta Ujian Sertifikasi berdasarkan hasil Ujian
Sertifikasi yang telah ditetapkan oleh Unit Peny-
elenggara.

Bagian Ketiga
Ujian Sertifikasi
Pasal 15

Berdasarkan kuota peserta Ujian Sertifikasi yang
telah ditetapkan, Unit Penyelenggara menyam-
paikan pengumuman rencana pelaksanaan/jadwal ‘
Ujian Sertifikasi. !
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan melalui surat dan/atau situs
resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di-
tandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaha- |
raan dan disampaikan kepada sekretaris j enderal
Kementerian Negara/Lembaga dan pimpinan in-
stansi terkait. i :
Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2), kepala Satker dapat mengaju-
kan nama calon peserta Ujian Sertifikasi kepada
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(5}

{6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1}

{2)

(3)

TUK.

TUK melakukan verifikasi administratif pendaft-
aran -calon peserta Ujian Sertifikasi yang disam-
paikan oleh kepala Satker dan menetapkan hasil
verifikasi administratif. ‘

Hasil verifikasi administratif sebagaimana dimak-

sud pada ayat (5) disampaikan kepada Unit Peny-

elenggara. g

; Pasal 16

Unit Penyelenggara mengumumkan hasil peneta-
pan calon peserta Ujian Sertifikasi melalui surat
dan/atau situs resmi Direktorat Jenderal Perben-
daharaan.

Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di-
tandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaha-

“raan dan disampaikan kepada sekretaris jenderal

Kementerian Negara/Lembaga dan pimpinan in-
stansi terkait. _

Calon peserta Ujian Sertifikasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (1} mengikuti Ujian Sertifikasi
di TUK yang telah memperoleh penetapan dari
Unit Penyelenggara.

Ujian Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} dapat dilaksanakan secara elektronik.

Pasal 17
Peserta Ujian Sertifikasi yang dinyatakan lulus di-
berikan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Reg-
ister.

Peserta Ujian Sertifikasi yang dinyatakan tidak lu- |

lus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian
ulang sebanyak 2 (dua) kali.

Dalam hal peserta Ujian Sertifikasi tetap tidak lu- |
lus setelah diberikan kesempatan sebagaimana |

dimaksud pada ayat (2), diberlakukan ketentuan

sebagai berikut:

a. Untuk PNS, prajurit Tentara Nasional Indone-
sia, atau anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang akan diangkat sebagai Benda-
hara, Unit Penyelenggara merekomendasikan
kepada kepala Satker agar tidak mengangkat
yang bersangkutan sebagai Bendahara.

b. Untuk PNS, prajurit Tentara Nasional Indone-
s'ia, atau anggota Kepolisian Negara Republik
Indenesia yang telah diangkat sebagai Benda-
hara, Unit Penyelenggara merekomendasikan
kepada kepala Satker agar melakukan peng-

(1)

(2)

(1

(2)

(3)

{4)

gantian Bendahara.

c. PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau |
anggota Kepolisian Negara Republik indone-
sia sebagaimana dimaksud pada huruf a dan |
huruf b dapat mengikuti ulang Ujian Sertifikasi '
setelah 2 (dua) tahun sejak Ujian Sertifikasi
terakhir dan telah mengikuti ulang dan din-
yatakan IHus Dikiat Bendahara.

BAB VIl
SERTIFIKAT DAN GELAR
Bagian Kesatu
Penerbitan Sertifikat

Pasal 18
Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaha-
raan.
Penerbitan Sertifikat Bendahara sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
tanda tangan elektronik. '

Bagian Kedua
Perpanjangan dan Penggantian Sertifikat
Pasal 19
Masa berlaku Sertifikat Bendahara adalah selama
5 {lima) tahun sej ak tanggal diterbitkan.
Perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diusulkan |
oleh kepala Satker kepada Direktur Jenderal Per- |
bendaharaan melalui Unit Penyelenggara.. '
Usulan perpanjangan masa berlaku Sertifikat
Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterima oleh Unit Penyelenggara paling lambat
45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum
masa berlaku sertifikat berakhir.
Perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk PNS, prajurit Tentara Nasional Indone-
sia, atau anggota Kepolisian Negara Repub-
lik Indonesia yang masih menduduki jabatan
Bendahara dan dalam kurun waktu masa
berlaku sertifikat telah mengikuti Pendidikan
Profesional Berkelanjutan paling sedikit sekali
dalam 2 {dua) tahun, Sertifikat Bendahara di-
peroleh kembali tanpa harus mengikuti Ujian
Sertifikasi.
b. Untuk PNS, prajurit Tentara Nasional Indone-
sia, atau anggota Kepolisian Negara Republik,
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(5)

(6)

(7)

(8)

L (9)

Pengumuman | Peraturan PemEriTAH

Indonesia yang masih menduduki jabatan
Bendahara tetapi dalam kurun waktu masa
berlaku sertifikat tidak mengikuti Pendidikan
Profesional Berkelanjutan, Sertifikat Bendaha-
ra diperoleh kembali dengan mengikuti Ujian
Sertifikasi tanpa harus mengikuti Diklat Ben-
dahara.

c. Untuk PNS, prajurit Tentara Nasional Indone-

- sia, atau anggota Kepolisian Negaré Repub-
lik Indonesia yang tidak menduduki jabatan
Bendahara tetapi dalam kurun waktu masa
berlaku sertifikat telah mengikuti Pendidikan
Profesional Berkelanjutan paling sedikit sekali
dalam 2 (dua) tahun, Sertifikat Bendahara di-
peroleh kembali dengan mengikuti Ujian Serti-
fikasi tanpa harus mengikuti Diklat Bendaha-
ra.

d. ‘Untuk PNS, prajurit Tentara Nasional Indone-
sia, atau anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang tidak menduduki jabatan Ben-
dahara dan dalam kurun waktu masa berlaku
sertifikat tidak mengikuti Pendidikan Profe-
sional Berkelanjutan, Sertifikat Bendahara di-
peroleh kembali dengan mengikuti Ujian Serti-
fikasi setelah mengikuti dan dinyatakan lulus
Diklat Bendahara.

Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaima-

na dimaksud pada ayat (4} huruf a, huruf b, huruf

¢, dan huruf-d dapat berupa diklat, workshop,
seminar, atau kegiatan sejenis yang berkaitan
dengan kebendaharaan.

Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaima-

na dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk

memelihara, meningkatkan, dan mengembang- |

kan kompetensi profesional Bendahara.

Dalam rangka perpanjangan masa berlaku Serti-
fikat Bendahara, Unit Penyelenggara melakukan
verifikasi atas usulan perpanJangan masa berlaku
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dan mene-
tapkan hasil verifikasi. i

Atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7)., Unit Penyelenggara menyampaikan
rekomendasi perpanjangan masa berlaku Sertifi-
kat Bendahara kepada Direktur Jenderal Perben-
daharaan.

Berdasarkan rekomendasi perpanj angan masa
berlaku Sertifikat Bendahara sebagaimana dimak-
sud pada ayat (8], Direktur Jenderal Perbendaha-

{ (1)

{2)

{(3)

{4)

{n

(2)

(3}

4)

(6)

raan menerbitkan Sertifikat Bendahara yang telah
diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 20

Dalam hal Sertifikat Bendahara hilang atau rusak |

sebelum habis masa berlakunya, kepala Satker

dapat mengusulkan penggantian Sertifikat Ben- |

dahara kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan
melalui Unit Penyelenggara.

Dalam rangka penggantian Sertifikat Bendahara,
Unit Penyelenggara melakukan verifikasi atas
usulan penggantian sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dan menetapkan hasil verifikasi.

Atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Unit Penyelenggara - menyampaikan
rekomendasi penerbitan sertifikat pengganti ke-
padd Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Berdasarkan rekomendasi penerbitan sertifikat
pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat {3),
Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan
Sertifikat Bendahara pengganti.

Bagian Ketiga
Pencabutan Sertifikat Bendahara
Pasal 21

Sertifikat Bendahara dapat dicabut sebelum habis
masa berlakunya karena pemilik sertifikat:
a. Melanggar kode etik Bendahara;
b. Dij atuhi hukuman disiplin pegawai tingkat se-

dang atau berat;
c. Dij atuhi hukuman pengadilan yang sudah

mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/ atau

d. Terbukti memperoleh sertifikat dengan cara

yang tidak sah.:
Pencabutan Sertifikat Bendahara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala
Satker kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan
melalui Unit Penyelenggara.
Dalam rangka pencabutan Sertifikat Bendahara,
Unit Penyelenggara melakukan verifikasi atas

usulan pencabutan sebagaimana dimaksud pada 5

ayat (2) dan menetapkan hasil verifikasi.

Atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3),
rekomendasi
kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Unit Penyelenggara menyampaikan
pencabutan Sertifikat Bendahara -

Berdasarkan rekomendasi pencabutan Sertifikat |

Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
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Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mene-
. tapkan surat keputusan pencabutan sertifikat.

Bagian Keempat
Gelar
Pasal 22

{1) Kepada peserta yang lulus Ujian Sertifikasi diberi-
kan gelar BNT oleh Direktur Jenderal Perbendaha-
raan. ;

{2) Gelar BNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
digunakan selama Sertifikat Bendahara masih
berlaku.

{3) " Gelar BNT ditempatkan di belakang nama yang
berhak atas gelar yang bersangkutan.

(4) Pencantuman dan penggunaan gelar BNT hanya
berfaku untuk kegiatan yang berkaitan dengan

kebendaharaan.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam pe-
nyelenggaraan Sertifikasi, penerbitan, perpanjangan,
penggantian, dan pencabutan Sertifikat Bendahara
diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaha-
raan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Penyampaian Laporan Rencana Diklat Ben-
dahara sebagaimana dimaksud clalam Pasal 9 ayat
(2), untuk tahun 2016 clisampaikan paling lambat 1
{satu) bulan setelah Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 25
PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau

| anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
| telah diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Ben-
| dahara Pengeluaran, atau Benclahara Pengeluaran

Pembantu sebelum Peraturan Menteri ini mulai ber-
laku dan belum memiliki sertifikat, dapat menjalankan
kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya sam-
pai dengan jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung
sejak Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 ten-

| tang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Penge-

{ola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai
berlaku.
Pasal 26
(1) Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung
sejak Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016

{2)

{1

i PEMERINTAH

tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Ker-

ja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara mulai berlaku, PNS, prajurit Tentara Na-

sional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia dapat mengikuti Ujian Sertifi-

kasi tanpa mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat

Rendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf d dengan ketentuan:

a. Telah menduduki jabatan Bendahara Peneri-
maan, Bendahara Pengeluaran, atau Benda-
hara Pengeluaran Pembantu paling singkat
selama 2 (dua) tahun namun tidak memiliki
sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan
oleh BPPK atau lembaga diklat lainnya atau ti-
dak memiliki sertifikat profesi bendahara yang
diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;
atau

b. Tidak menduduki jabatan sebagai Bendahara |
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau
Bendahara Pengeluaran Pembantu namun me-
miliki sertifikat Diklat Bendahara yang diter-
bitkan oleh BPPK atau lembaga diklat lainnya
yang diakui oleh Unit Penyelenggara yang di-
peroleh pada tahun 2004 sampai dengan b
{lima) tahun sebelum Peraturan Presiden No-
mor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Benda-
hara pada Satuan Kerj a Pengelola Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku.

Peserta vang mengikuti Ujian Sertifikasi tanpa
mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Bendahara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun din-
yatakan tidak lulus Ujian Sertifikasi diwajibkan
mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Bendahara
sebelum mengikuti ujian ulang.

Pasal 27

Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung

sejak Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016

tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Ker-

ja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara mulai berlaku, berlaku ketentuan sebagai

berikut:

a. PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang:

1. telah menduduki jabatan bendahara kurang
dari 2 (dua) tahun dan tidak memiliki serti-
fikat Diklat Bendahara yang diterbitkan
oleh BPPK;

2. telah menduduki jabatan bendahara kurang
dari 2 (dua) tahun dan tidak memiliki
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(2)

L)

| (2)

{3)

Peraturan Pevermran

sertifikat Diklat Bendahara yang diterbit-
kan oleh lembaga diklat lainnya; atau
3. telah menduduki jabatan bendahara kurang

dari 2 {dua) tahun dan tidak memiliki serti- |

fikat profesi bendahara yang diterbitkan
oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dapat
mengikuti Ujian Sertifikasi setelah mengi-
kuti dan dinyatakan lulus diklat persiapan
Sertifikasi.

b. PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang:

1. tidak menduduki jabatan bendahara dan
memiliki sertifikat Diklat Bendahara yang
diterbitkan oleh BPPK yang diperoleh sebe-
lum tahun 2004; atau

2. tidak menduduki jabatan bendahara dan
memiliki sertifikat Diklat Bendahara yang
diterbitkan oleh lembaga diklat lainnya
yang diperoleh sebelum tahun 2004,

dapat mengikuti Ujian Sertifikasi setelah

mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Benda-
hara. ;

Ketentuan lebih lanjut mengenai diklat persiapan

Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a diatur oleh Kepala BPPK.

Pasal 28

Sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh
BPPK sebelum Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun
20 16 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan
Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Negara mulai berlaku, diakui dan diterbitkan
Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
Sertifikat yang diakui sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. Dalam hal pemegang sertifikat masih menja-

bat sebagai Bendahara, sertifikat dapat lang- |

sung diakui; atau

b. Dalam hal pemegang sertifikat tidak menjabat
sebagai bendahara, sertifikat dapat diakui jika
diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sebelum
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 ten-
tang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerj a
Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara mulai berlaku.

Penerbitan Sertifikat Bendahara dengan Nomor

Register seb-agaimana dimaksud pada ayat (1)

diusulkan oleh kepala Satker kepada Direktur

Jenderal Perbendaharaan melalui Unit Penyeleng-

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

{4)

gara.
Dalam rangka penerbitan Sertifikat Bendahara,
Unit Penyelenggara melakukan verifikasi terha-

dap usulan penerbitan sertifikat sebagaimana di- :
maksud pada ayat (3) dan menetapkan hasil veri-

fikasi.
Atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Unit Penyelenggara menyampaikan

rekomendasi penerbitan Sertifikat Bendahara ke- _

pada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Berdasarkan rekomendasi penerbitan Sertifikat
Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan

Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register.
Pengajuan usulan penerbitan Sertifikat Bendahara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilak-

sanakan paling lambat 4 (empat) tahun setelah _

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Penge- |

lola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
mulai berlaku.

Pasal 29
Sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh
lembaga diklat lainnya sebelum Peraturan Pres-

iden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi |

Benclahara pacla Satuan Kerja Pengelola Angga-

ran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku,

dapat diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara
dengan Nomor Register sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 8 ayat (1).

Sertifikat yang cliakui sebagaimana climaksucl

pacla ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. Dalam hal pemegang sertifikat masih menja-
bat sebagai Bendahara, sertifikat dapat lang-
sung diakui; atau

b. Dalam hal pemegang sertifikat tidak menjabat
sebagai Bendahara, sertifikat dapat diakui jika

diterbitkan paling lama 5 {lima) tahun sebelum |

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 ten-
tang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja

Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja |

Negara mulai berlaku.

Penerbitan Sertifikat Bendahara dengan Nomor
Register sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
diusulkan oleh kepala Satker kepada Direktur
Jenderal Perbendaharaan melalui Unit Penyeleng-
gara. ;

Dalam rangka penerbitan Sertifikat Bendahara,
Unit Penyelenggara melakukan verifikasi ter-
hadap usulan penerbitan sertifikat sebagaimana
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sampai dengan derajat kedua dengan

calon PSP dan calon Pengendali Peru- |

sahaan Perasuransian yang merupakan
pemegang saham termasuk kepada ke-
lompok usahanya;

b. pihak yang merupakan pengendali dari
calon PSP dan calon Pengendali Peru-
sahaan Perasuransian yang merupakan
pemegang saham yang bersangkutan;

¢. pihak dimana calon PSP dan calon Pen-
gendali Perusahaan Perasuransian yang
merupakan pemegang saham bertindak
sebagai pengendali; dan

d. pihak yang memiliki ketergantungan
keuangan (financial interdependence)
dengan calon PSP dan calon Pengendali
Perusahaan Perasuransian yang meru-
pakan pemegang saham.

. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga
sampai dengan derajat kedua sebagaima-

na dimaksud pada angka 8 huruf a adalah
hubungan baik vertikal maupun horizontal,
termasuk mertua, menantu, dan ipar, meli-
puti:

a. orang tua kandung/tiri/angkat;

b. saudara kandung/tiri/angkat beserta
suami atau istrinya;

anak kandung/tiri/fangkat;

kakek/nenek kandung/tiri/fangkat;

cucu kandung/tiri/fangkat;

o Qo

tua beserta suami atau istrinya;

g. suamifistri;

h. mertua;

i. besan;

j. suami/istri dari anak kandung/tiri/ang-
kat;

k. kakek/nenek dari suami/istri;

1. suamifistri dari cucu kandung/tiri/ang-
kat; dan/atau

m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/
istri beserta suami atau istrinya.

10,LJKNB wajib melaporkan pengalihan kepe- |

milikan saham sebagaimana dimaksud
pada angka 2 huruf a kepada OJK dengan
mengacu kepada ketentuan yang menga-
tur mengenai pelaporan perubahan ang-
garan dasar terkait perubahan kepemilikan

saudara kandung/tirifangkat dari orang |

1.

yang berlaku pada LIKNB.

Dalam hal pengatihan kepemilikan saham

sebagaimana dimaksud pada angka 2 hur-

uf a dilakukan dengan cara mengalihkan
saham kepada pihak yang tidak diperbo-
lehkan menerima pengalihan saham seb-

agaimana dimaksud pada angka 8, maka: '

a. pengalihan tersebut tidak dianggap seb-
agai pengalihan kepemilikan sebagaima-
na dimaksud pada angka 2 huruf a;

b. LJKNB dilarang melakukan pencatatan
atas pihak yang menerima pengalihan
tersebut dalam daftar pemegang saham
LJKNB; dan

¢. pihak yang menerima pengalihan tidak
memperoleh haknya sebagai pemegang
saham.

12. 0JK membatalkan persetujuan sebagaima-

na dimaksud pada huruf A angka 1 huruf

a, apabila setelah persetujuan diberikan:

a. diketahui bahwa informasi atau doku-
men yang disampaikan dalam proses
penilaian kemampuan dan kepatutan
tidak benar sehingga menjadi tidak me-
menuhi persyaratan; dan/atau

b. terdapat informasi yang diperoleh dari
otoritas lain yang mengakibatkan pihak
yang telah disetujui menjadi tidak me-
menuhi persyaratan.

13.Bagi caton anggota Direksi, pelaksana tu-

gas pengurus, anggota Dewan Komisaris,
anggota Dewan Pengawas Syariah, Audi-
tor Internal, atau Aktuaris Perusahaan yang
memperoleh predikat disetujui sebagaima-
na dimaksud pada huruf A angka 1 huruf
a oleh OJK, harus diangkat dalam jabatan-
nya sesuai dengan jabatan yang diajukan
pada saat pengajuan penilaian kemampuan
dan kepatutan paling lambat 3 (tigé) bulan
sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian |
kemampuan dan kepatutan. :

14. Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu
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sebagaimana dimaksud pada angka 13, Pi-
hak Utama yang memperoleh predikat dis-
etujui sebagaimana dimaksud pada huruf A
angka 1 huruf a oleh OJK belum diangkat, |
maka LJKNB yang mengajukan pencalo- |
nan memberitahukan kepada OJK alasan



